REVIU RENCANA STRATEGIS
2020-2024

PENGADILAN TINGGI JAMBI

JI. Arif Rahman Hakim No. 55, Telanaipura, Jambi
https://www.pt-jambi.go.id



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Jambi tahun 2020-
2024 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Jambi
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan Pengadilan Tinggi Jambi, sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk lima tahun kedepan.

Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Jambi
dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses
pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Jambi agar dapat
berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, menggunakan acuan
yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan
Kinerja yang akuntabel.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi
Jambi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan
akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan
Pengadilan Tinggi Jambi melalui perencanaan yang efektif dan
terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result

oriented) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta
evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya
secara berkesinambungan.
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BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Jambi sebagai lembaga peradilan dan
pelaksanan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung
mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Umum
merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan pada umumnya, dan diperjelas lagi
sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan
kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi Jambi sebagai kawal depan Mahkamah Agung
dalam melaksanakan tugas yudikatif, pembinaan dan pengawasan
pada pengadilan tingkat pertama sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Tinggi sebagai Judicial Power,

yaitu:

1. Bahwa pada pasal 51 ayat 1 menyatakan Pengadilan Tinggi
bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata
di Tingkat Banding

2. Bahwa pada pasal 51 ayat 2 menyatakan Pengadilan Tinggi juga
bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan
terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan

Negeri di daerah hukumnya
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Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi, antara lain:

1. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada
jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik
yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, dan pembangunan

2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita
Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat pertama agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya

3. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarkan administrasi umum, keuangan, dan
kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan

dan administrasi peradilan

Pengadilan Tinggi Jambi sebagai voorpost Mahkamah Agung berusaha mewujudkan
sebagaimana yang telah diskenariokan dalam “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035",
menuju cita-cita “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Sejalan dengan
reformasi birokrasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Tinggi Jambi
juga melakukan reformasi birokrasi yang dimanifestasikan ke dalam visi dan misi Pengadilan
Tinggi Jambi yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai
berikut:

1. Penyelesaian Perkara
Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Jambi maupun di Pengadilan
Negeri diwilayah hukumnya terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu
penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan, dan dan

tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

2. Manajemen Perkara
Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah
diwujudkan dengan dibangunnya case management system di semua lingkungan peradilan.
Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakukan template dan
standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor:
44/KMA/SK/111/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi
tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada
lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
yang dibangun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Manajemen perkara pada SIPP

semakin disempurnakan dengan fasilitas manajemen perkara pidana anak.
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3. Keterbukaan Informasi
Pengadilan Tinggi Jambi terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan
informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi tersebut meliputi:
a. Peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia http://putusan.mahkamahagung.go.id
b. peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP)
c. peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di
pengadilan.
4. Pengawasan rutin/regular
Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
KMA/080/SK/VIll/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Pengadilan Tinggi Jambi terus melaksanakan
pengawasan rutin/ regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap
Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi. Pengawasan rutin/regular
dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek

penyelenggaraan peradilan.

5. Penanganan Pengaduan
Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016.
Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 9
Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Penanganan pengaduan
(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,
Pengadilan Tinggi Jambi pada periode 2016 terus melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi
Pengawasan Mahkamah Agung Rl yang dilakukan dengan sosialisasi secara langsung

mendatangi Pengadilan Negeri yang berada dibawahnya.

6. Peningkatan Pelayanan Publik
Pengadilan Tinggi Jambi melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik
demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satuanya adalah mengikuti program
Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang
dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat
pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul
(Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan:
Kepemimpinan (leadership)

a
b. Perencanaan Strategis (strategic planning)

24

Fokus Pelanggan (customer focus)

o

Sistem Dokumentasi (document system)

e. Manajemen Sumber Daya (resource management)
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f.  Manajemen Proses (process management)

g. Hasil Kinerja (performance results)

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Jambi masih dihadapkan

pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja

Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Jambi

ditinjau dari beberapa aspek:

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara
Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan
peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan
Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014
Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada
4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan
Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk
membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan
Tinggi Jambi yaitu maksimal 3 (tiga) bulan. Dalam pelaksanaannya setiap tahunnya
penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Jambi mengalami peningkatan dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya.

2. Manajemen Penanganan Perkara
Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan
eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa prosesnya
berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainly), akuntabel
dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah faktor substansi
aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Salah satu
usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan
adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan
template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga
digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini
didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur)
penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas
dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan
teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal
karena masih ada keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada
kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam
kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi

ini.
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3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan
Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung (80% perkara masuk banding
melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari peradilan umum)
disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di
Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para
pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan
sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas
putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat
pencari keadilan. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah

dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

4, Akses terhadap pengadilan
Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur
di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan
salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan
lembaga peradilan dibawahnya. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan

salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung Rl dengan tujuan:

a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan

b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanismepemberian bantuan masyarakat
miskin dan termarjinalkan, yaitu:

a) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan

b) Pemberian bantuan jasa advokat

¢) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo

d) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor

pengadilan (zitting plaats).

Pengadilan Tinggi Jambi masih memiliki kendalan dalam hal fasilitas pembebasan biaya
perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Dalam
hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Jambi telah
menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses
berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori
Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua
Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi
pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari
publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di

pengadilan.
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Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan
terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan
maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang
teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan
teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga
non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum,
manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya
manusia telah dilaksanakan fit and proper test untuk pola karir promosi jabatan. Namun
masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya
pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum
sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi
yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya

cenderung rendah.

Fungi pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan
kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Jambi berkewajiban untuk
mengawasi 10 (sepuluh) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan
Tinggi Jambi harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindak lanjuti
laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka
memaksimal fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani
pengaduan Pengadilan Tinggi Jambi mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang
petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan
dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan,
masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum
adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas

pelapor pengaduan.
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BAB 11
VISI, MISI, TUJUAN, DAN
SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jambi. Adapun visi Pengadilan
Tinggi Jambi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah

sebagai berikut:
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jambi yang Agung”

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jambi yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara
independen, efektif, dan berkeadilan.

2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen
organisasi yang jelas dan terukur.

4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara
yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan
proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung
lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi
penyelenggaraan peradilan.

6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang
kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil
peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku,
administrasi, dan jalannya peradilan.

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,
kredibilitas, dan transparansi.

10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan

berbasis Tl terpadu.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Jambi sebagai lembaga
peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemulian
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus

perkara.
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Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Jambi, yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Jambi
Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan
tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan
fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin
oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah
kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati
dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-
Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal
29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).
Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek
kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat
dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang
dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan
kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang

berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Jambi
mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Pengadilan
Tinggi Jambi harus meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses
peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif,
karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan
atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu
proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan
(keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jambi, selain menyentuh aspek
yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi
peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.
Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian

salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Jambi
Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak
perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain

menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan
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2.2,

non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan
pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang
dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu
oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus

memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Jambi

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk
mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga
kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta
publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk
pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan
membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.
Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan
kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan
pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.
Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses
yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja
secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan
keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus
diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan
Tinggi Jambi dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi
informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Infomasi Penelusuran
Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan
putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan untuk menerapkan one day

publish.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Jambi, maka visi dan misi tersebut harus
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis
organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi
Jambi berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi
dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya
dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan
memungkinkan Pengadilan Tinggi Jambi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai
mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan
tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung
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Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel Tujun dan Indikator Kinerja

“ Tujuan Indikator Kinerja Target

1. Terwujudnya kepercayaan publik Persentase perkara yang diselesaikan 90%
atas layanan peradilan tepat waktu
Persentase perkara yang diselesaikan 80%

melalui pembebasan biaya/prodeo

Persentase perkara yang diselesaikan

melalui sidang keliling/zitting plaats 80%
baik di dalam negeri maupun di luar

negeri

Persentase perkara yang terlayani 100%

melalui posyankum

Persentase perkara permohonan 100%
(voluntair) indentitas hukum

Persentase kepuasan para pencari 80%
keadilan terhadap layanan peradilan

Persentase satuan kerja yang telah 100%
memiliki sertifikasi Akreditasi

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan  Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis 100%
tugas Mahkamah Agung Peradilan.
Jumlah pembinaan aparatur non teknis 100%
peradilan
Jumlah pelaksanaan pengawasan 100%

Kinerja aparat peradilan secara optimal

Persentase tranparansi pengelolaan 100%
SDM, Keuangan dan Aset.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-
2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jambi Yang Agung,

maka Pengadilan Tinggi Jambi menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
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Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama
sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung sebagai
berikut:

Tabel 2.2. Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

“ Kinerja Utama Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnya proses peradilan yang Persentase perkara yang diselesaikan 100%
pasti, transparan, dan akuntabel. tepat waktu

Persentase putusan yang menggunakan

pendekatan keadilan restoratif di 15%
Mahkamah Agung
Persentase Perkara yang Tidak )
Mengajukan Upaya Hukum: Banding, 50%
Kasasi dan PK
Persentase perkara anak yang 25%
diselesaikan dengan diversi
Index responden pencari keadilan yang 80%
puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan Persentase Salinan putusan yang dikirim 20%
penyelesaian perkara. ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Persentase Perkara yang diselesaikan 25%
melalui mediasi
3. Meningkatnya Akses Persentase perkara prodeo yang 30%
Peradilan Bagi Masyarakat diselesaikan
Miskin Dan Terpinggirkan ) ) .
Persentase perkara yang diselesaikan di 100%
luar gedung Pengadilan.
Persentase perkara permohonan 100%
(Voluntair) Identitas Hukum
Persentase pencari keadilan golongan )
tertentu yang mendapat layanan bantuan 100%
hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya kepatuhan Persentase putusan perkara perdata 70%
terhadap putusan pengadilan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) °
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan
mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN,
dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat
kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan
menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang
memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia,

layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan
jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi,
misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko
Widodo - K.H. Ma’ruf Amin.

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam
mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”,
dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita
Kedua, yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya
Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
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Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1
2
3
4,
5
6
7

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

1.

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan
merata. Pembangunan ekonomi akan terpacu tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui
pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta
pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan dan melalui
akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri,

pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan
pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah ini dapat dilakukan melalui: (1) Pengembangan
sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; (2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW)
ke wilayah belum berkembang; (3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; (4)
Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi

unggulan daerah; (5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang
inklusif dan merata di seluruh wilayah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkomitmen
untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan
cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (1) Pengendalian penduduk dan
penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3)

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (4)
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Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak,
perempuan, dan pemuda (6) Pengentasan kemiskinan; (7) Peningkatan produktivitas dan daya

saing.
Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka
pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara bangsa yang maju, modern, unggul,
berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Pembangunan karakter
dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa
melalui: (1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa; (2) Memajukan kebudayaan; (3)
Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; (4) Meningkatkan

kualitas ketahanan keluarga; (5) Meningkatkan budaya literasi.
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong
pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur tersebut akan didasarkan
kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: (1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai
acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; (2) Peningkatan pengaturan,
pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; (3) Pengembangan infrastruktur perkotaan
berbasis TIK; (4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; (5)

Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, dan daya
tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan tersebut
diarahkan melalui kebijakan: (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan

ketahanan bencana dan iklim; (3) Pembangunan rendah karbon.
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta
pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan
negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi
kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik
dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola
keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5)

Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.
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PRIORITAS NASIONAL:

STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024
diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi
manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai
ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam
terfokus pada 5 bidang, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi,

Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,

Penegakan Sistem Hukum Nasional,

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan

o~ N

Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024:

PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun
indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan
penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung
lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perUndang-
Undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu srategis

penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Penataan Regulasi.
Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan

pembaruan substansi hukum.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata
Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan
hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan
restoratif; dukungan Tl di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan

pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi
Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi

nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4, Penguatan Akses Terhadap Keadilan
Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan

pemberdayaan hukum bagi masyarakat.
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Tabel 3.1 Target dan Indikator Pembangunan Bidang Hukum

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Indikator Target
2020 2024

SEnleElenisldlg s Penataan Regualasi Indeks Pembangunan Hukum 0,65 0,73
Nasional

Persentase judicial review yang 12,15%  8,15%
dikabulkan oleh MK

Persentase judicial review yang 11,05%  7,05%
dikabulkan oleh MA

Perbaikan Sistem Peringkat EODB Indonesia untuk 120 70
Hukum Pidana dan aspek penegakan kontrak
Perdata
Peringkat EODB Indonesia untuk 30 20
aspek penyelesaian kepailitan
Peringkat EODB Indonesia untuk 30 20
aspek mendapatkan kredit
0, 0,
Persentase pelaku residivis 1% 9%
Pquuatan $|stem Indeks Perilaku Anti Korupsi 4,00 4,14
Anti Korupsi
Peningkatan Akses Indeks Akses Terhadap Keadilan 65-70% 71-80%

Terhadap Keadilan

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024
tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang
Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada
tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat
Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan
tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara

pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara
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pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu

tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat
pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim
harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua
Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila
melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua
Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi
penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 214/KMA/SK/XIl/2014 tentang jangka waktu
penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan
peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari
terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke
pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien
maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi
informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi
jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara
berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan

Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk
penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan
melalui small claim court sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan
MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut small claim court,
gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. small claim court ini dalam rangka
menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan
sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan small
claim court akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan
sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan
lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui small
claim court maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera
terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik
bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim
court, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding
atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir,
proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini
tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim court yakni perkara
yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak

atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim
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berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana.
Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan
perkara tidak berlanjut. Terkait putusan akhir small claim court, para pihak dapat mengajukan
keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan
putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia
upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman,
banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan
maksimal yang dapat diselesaikan melalui small claim court dapat ditinjau kembali, ketentuan
batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000.
Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk
kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap small claim court untuk dapat dilakukan

penyesuaian batasan nilai gugatan.
Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua
belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat
mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada
Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada
pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila
suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah
Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap

mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak
dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat
kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding
melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga
sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi
konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil
putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak
melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan

keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang,

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian
hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama
dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung
dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu
mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara
kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis

peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap
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selesai mengikuti pendikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik
melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur
melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan
Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada
pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan
tingkat pertama masing masing. Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka
kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan
menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan

baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.
Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam
sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk
mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian
diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa
terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu
penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung
merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu
diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah
suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian
ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:
a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3
tahun penjara dan termasuk juga denda);
c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
d. Perkara Hubungan Industrial.
Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding.
Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya
berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban
biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses
fisik kepada pencari keadilan. Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya
perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan
hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan
implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk
berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang

implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan
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Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari

Kepala Desa di Ketahui Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang
menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh
masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan. Pelaksanaan sidang terpadu
antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini
diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya
masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah
orangtuanya. Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh
pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan
advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi
masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan
hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk
memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi
pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di
pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara
berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah

kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warna negara, konsekuensi Indonesia sebagai
negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi
warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak
mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan

aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh
akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat
mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah,
karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara
hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara
resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu
persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian
hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu

Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum,
maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan
Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga
masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariatif, dari mulai yang paling muda hingga yang paling
tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-

tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.
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Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam
memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku
nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang
memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu
sidang itsbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan
mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat
nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas
hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah
untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen
kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta
kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas

hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,

Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,

e Mengurangi disparitas putusan,

e Memudahkan pengawasan putusan.
Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan
lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

e Kamar Pidana

e Kamar Perdata

e Kamar Agama

Kamar Militer

Kamar Tata Usaha Negara

Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi
terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan
sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan
keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan
keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya
membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat
diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini
berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya
menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada
pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam

proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.
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Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang
pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban
dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari

perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi
terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi
pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa
didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat
menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk
menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-
kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang
kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam

penyelesaian masalah mereka.

Hak Uji Materiil

Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu
hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah
Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1)
Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan judicial review pada Mahkamah
Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap

Undang-Undang.

Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa
dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi
kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas
dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai
pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan
juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak
termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi
ganguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi

sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun
2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan

Secara Elektronik.
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Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran
administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola
administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online
saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara

yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

SPPTTI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem
informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah
mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut.
Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-

2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu
(SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang
sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu
merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang
manangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu
antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang
melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg);
dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanannya

disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk
senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan
kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan
pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan
kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan
kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem
rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan
pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara
yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten
dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional
adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah
menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan
yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang

kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan
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mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang

Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)

Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam
manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi
diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan

atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan
fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan
pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang
punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus
mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan,
maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti
merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun
dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya

meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

Peningkatan pelaksanaan pengawasan Kinerja aparat peradilan secara optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
“Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa,
yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas
personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar
untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan
konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan
yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan
masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan
(Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu

sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

15) Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan
teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para
pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya
perkembangan kebutuhan, hingga Kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan.
Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga
masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan Tl yang komprehensif dan
terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di
setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan
informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran

informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut
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“interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar
informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang

diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan
mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan husus terkait
dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor
4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020
tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung
dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-

penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian pekara perdata dilakukan melalui
peradilan elektronik
Dengan semakin maraknya penyebaran Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan istilah
COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran Corona Virus
Disease (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung
mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya
kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh
pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan
memanfaatkan aplikasi e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan
dengan menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi e-Court merupakan bagian dari pengadilan
elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudkan
kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan
secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan
secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif
dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e-court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-
duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas

penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh
Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan
pemerintah tersebut dengan dikeluarkannnya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
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2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada

Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana

militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan

penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19,

persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum

masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim

tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan

kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum

dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus

disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

® Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan
majelis hakim untuk menentukan.

o Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (social
distancing).

® Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik,
seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.

® Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung

berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan

Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, Badan Litbang Diklat Kumdil
Mahkamah Agung Rl mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-
502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat
melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020
tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber,
biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya
Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Rl menunggu adanya regulasi lebih lanjut
mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
berbasis e-learning, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen

kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung
kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang
Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua
Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
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Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapai
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara,
Mahkamah  Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp
10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga
pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran
ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja
barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.
Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekasanaan pembangunan dan
renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang
berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap
pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor
pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk
renovasi gedung kantor sebagjan dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan
kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap
belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami
penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekuranganan dukungan
layanan minimal peradilan.

Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak
orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting sebagai media
untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan,
pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun
anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja
dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah
optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena
kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang
kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung
dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas
kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan
semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang
sangat sulit untuk dijangkau secara fisik. Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi
zoom meeting ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan
perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya
dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja
perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun
dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi
Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan
kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
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3.3.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI JAMBI

Dengan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Jambi memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Proses berperkara yang sederhana cepat dan biaya ringan

Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)

Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.

Keberlanjutan e-Court

SPPT TI

Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Pengadilan Tinggi Jambi dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jambi Yang

Agung”, menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

Arah kebijakan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Jambi untuk mewujudkan sasaran ini

adalah:

a.

Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan
peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/1/ 2011,

Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu Standar Operasional
Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Jambi. Dalam mereviu Standar
Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara, Pengadilan Tinggi Jambi mengacu
pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan
Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling
lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5

(lima) bulan.

Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk
meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa

keadilan masyarakat pencari keadilan.

Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan
kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/2012

tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan
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Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang

petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

e. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Umum yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab
tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan
Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance
Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

1. Kepemimpinan (leadership)

Perencanaan Strategis (strategic planning)

Fokus Pelanggan (customer focus)

Sistem Dokumentasi (document system)

Manajemen Sumber Daya (resource management)

Manajemen Proses (process management)

A S L

Hasil Kinerja (performance results)

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Arah kebijakan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Jambi untuk mewujudkan sasaran ini adalah:
a. One day publish, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengupload
putusan ke web 1 hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013
tentang one day publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.

b. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Jambi dan
mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus terkait
dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor
4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020
tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Pengadilan Tinggi Jambi
perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian

kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian pekara perdata dilakukan melalui
peradilan elektronik

b. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Pengadilan Tinggi Jambi melalui Bimbingan
Teknis Online

c. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Pengadilan Tinggi Jambi dilakukan secara

online.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Tinggi Jambi | 29



BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI

4.1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi dan misinya Pengadilan Tinggi Jambi

memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakannya yaitu:

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk

menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory)

Pengadilan Tinggi Jambi, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili

dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai

berikut:

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan
akuntabel.

b) Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat

waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran

strategis, yaitu :

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel.

b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya

kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan

menjadi beberapa kegjatan, yaitu:

a) Peningkatan Penyelesaian Perkara.

b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya
Kepaniteraan.

c¢) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

d) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

e) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Badan Peradilan Umum.
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2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:
a) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.
b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

¢) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu:

a) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

b) Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang
berkualitas.

¢) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

d) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan

turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

4.2, KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jambi Tahun
2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 (dua) program utama, yaitu Program
Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam

matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.
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Program/Kegiatan

Sasaran Program (outcome)/Sasaran
Kegiatan (output)/Indikator

PENGADILAN TINGGI JAMBI

2020

Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Tinggi Jambi

2021

Target

2022

20.941.333.000

21.006.696.000

Alokasi (Rp.)

2022

28.615.116.000

27.511.890.000

27.511.890.000

Sasaran Strategis

Terwujudnya Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Persentase Perkara yang Diselesaikan
Tepat Waktu

100

100

100

100

100

Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

50

50

50

50

50

Index Persepsi Stakeholder yang Puas
Terhadap Layanan Pengadilan

90

90

91

93

93

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Persentase Salinan Putusan Perkara
Perdata yang Dikirim ke Pengadilan
Pengaju tepat waktu

100

100

100

100

100

Meningkatnya hasil pembinaan bagi
aparatur tenaga teknis dilingkungan
peradilan

Persentase SDM Teknis Yustisial yang
mempunyai kemampuan di bidang
teknis yudisial

100

100

100

100

100

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan
kinerja aparat peradilan secara optimal




Persentase pengaduan yang dapat
ditindaklanjuti

100

100

100

100

100

Meningkatnya transparansi pengelolaan
SDM, Keuangan dan Aset

Persentase peningkatan produktivitas
kinerja SDM (SKP dan Penilaian
Prestasi Kinerja)

100

100

100

100

100

PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

263.640.000 269.440.000 329.311.000 224.250.000

224.250.000

Sasaran Program Terselenggaranya dukungan teknis dan

administrasi justisial penyelesaian
perkara di lingkungan peradilan umum

Indikator Program Jumlah penyelesaian administrasi
perkara secara sederhana, tepat
wantu,transparan dan akuntabel

175
perkara

170
perkara

183
perkara

183
perkara

210
perkara

Jumlah SDM yang mendapatkan
pembinaan tenaga teknis Peradilan umum

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

Kegiatan

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tertib Administrasi
perkara di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator Kinerja Kegiatan | Jumlah perkara peradilan umum yang

diselesaikan di tingkat pertama dan
tingkat banding tepat waktu

175
perkara

170
perkara

183
perkara

183
perkara

210
perkara

Kegiatan

Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Sasaran Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Integritas
Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan
Umum

Indikator Kinerja Kegiatan | Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti
pembinaan teknis

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang
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PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

20.677.693.000 20.737.256.000 28.285.805.000 27.287.640.000 27.287.640.000

Sasaran Program

Meningkatnya kualitas layanan dukungan
manajemen untuk endukung pelaksanaan
pelayanan prima peradilan

Indikator Sasaran Program

Jumlah pengembangan SDM
kepagawaian berdasarkan parameter
obyektif

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

Jumlah laporan pengelolaan dan
pelaporan keuangan yang transparan
dan akuntabel di lingkungan Mahkamah
Agung RI dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya

28
laporan

28
laporan

28
laporan

28
laporan

28
laporan

Jumlah laporan pengelolaan sarana dan
prasarana untuk menunjang pelayanan
peradilan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

Jumlah dokumen rencana program dan
anggaran serta organisasi secara
transparan, efektifitas dan efisien

10
dokumen

10
dokumen

10
dokumen

10
dokumen

10
dokumen

Jumlah pelaksanaan layanan pimpinan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Jumlah layanan pengelolaan keamanan,
urusan tata usaha, rumah tangga

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Kegiatan

Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM

Sasaran Kegiatan

Pengelolaan administrasi kepegawaian
dan pengembangan SDM berdasarkan
parameter obyektif

Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah pegawai yang telah mengikuti

pemetaan kompetensi sebagai dasar
dalam pengembangan pegawai

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

Persentase tingkat kelengkapan data
pegawai

90

90

90

90

90

Persentase layanan kenaikan pangkat
otomatis dan pengusulan pensiun
otomatis tepat waktu

100

100

100

100

100
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Kegiatan

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan

Administrasi

Sasaran Kegiatan

Pengelolaan dan pelaporan keuangan
yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Kegiatan | Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Persentase realisasi anggaran belanja 95 95 95 95 95
Mahkamah Agung

Kegiatan

Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan

Prasarana di Pengadilan Tinggi jambi dan pengadilan tingkat pertama

yang Berada di Bawahnya

Sasaran Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Sarana
Prasarana untuk Menunjang Pelayanan
Peradilan

Indikator Kinerja Kegiatan | Jumlah usulan penghapusan BMN yang 11 satker 11 satker | 11satker | 11satker | 11 satker
ditindaklanjuti tepat waktu
Persentase nilai asset yang telah 11 satker 11 satker | 11 satker | 11satker | 11 satker
dilaksanakan Penetapan Status
Penggunaan (PSP) “0”
Persentase usulan RK BMN melalui 23 satker | 23 satker | 23 satker | 23 satker | 23 satker
aplikasi SIMAN yang disetujui

Kegiatan

Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran

Sasaran Kegiatan Pengelolaan Rencana Program dan
Anggaran secara Transparan, Efektifitas
dan Efisien

Indikator Kinerja Persentase terpenuhinya usulan rencana 70 70 70 70 70

Kegiatan kerja dalam Pagu Indikatif
Jumlah kesesuaian antara rencana kerja 11 satker 11 satker | 11satker | 11satker | 11 satker
dengan RKAKL
Jumlah dokumen pengelolaan dan 11 satker 11 satker 11 satker 11 satker 11 satker
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penatausahaan hibah yang telah
disahkan

Jumlah satker yang mendapatkan nilai 11 satker 11 satker | 11satker | 11satker | 11 satker
LKIJiP “BB”

Kegiatan

Dukungan Pelayanan Pimpinan Pengadilan Tinggi Jambi dan Tugas

Teknis Lainnya

Sasaran Kegiatan Pelayanan Operasional Pimpinan
Pengadilan Tinggi Jambi dan Tugas
Teknis Lainnya

Indikator Kinerja Kegiatan | Persentase tindak lanjut surat pada 100 100 100 100 100
Kesekretariatan dengan tepat waktu

Kegiatan

Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah

Tangga, Pengadilan Tinggi Jambi

Sasaran Kegiatan Pengelolaan Layanan Operasional

Indikator Sasaran Kegiatan | Persentase penyelesaian distribusi surat 100 100 100 100 100
Persentase arsip surat yang dapat 100 100 100 100 100
ditemukan dengan mudah dan tepat
waktu

Kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Tinggi

Jambi

Sasaran Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan
Prasarana dalam Mendukung Pelayanan
Peradilan

Indikator Kinerja Kegiatan | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan 1 layanan | 1 layanan | 1layanan | 1 layanan | 1 layanan

prasarana dalam mendukung pelayanan
peradilan
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BABYV
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jambi tahun 2020-2024
merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis,
terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu
kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan.
Rencana Strategis ini menggambarkan permasalahan, kelemahan,
peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan
dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang diharapkan
mampu membawa arah Pengadilan Tinggi Jambi untuk mencapai visi
dan misinya. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat
membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan

pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Rencana Strategis ini diharapkan Pengadilan
Tinggi Jambi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi
pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun
kedepan yaitu tahun 2020-2024.
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